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I. IITTARBELAKANG:

a. Gambaran Umum

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 dimana DPMPTSP

merupakan instansi penyelenggara perizinan dan Non Perizinan yang mendapat

pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Lembaga atau lnstansi yang memiliki

kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya di mulai dari

tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu

tempat

Dalam rangka mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif bagi

penanaman modal serta terwujudnya penguatan daya saing perekonomian maka perlu

adanya Proses Perizinan dan Non Perizinan yang cepat, mudah dan terukur. Untuk

meniaga konsistensi layananan yang maksimal maka penyelenggara perizinan perlu

mendapatkan pemahaman yang utuh terkait peraturan terbaru dan pola pemberian

layanan yang sesuai SOP,

Penyelenggaraan Kegiatan Forum PTSP ini dimaksudkan untuk memastikan

keseragaman pemberian layanan seluruh unsur Aparatur Penyelenggara PTSP Provinsi

dan Kabupaten/Kota. Dalam forum ini dibahas permasalahan yang dihadapi oleh

DPMPTSP Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan fungsinya akan didiskusikan

sehingga te4adi sharing informasi yang aplikatif. Penyamaan persepsi terhadap

peraturan perundang-undangan, peftunjuk pelaksanaan dan petuniuk teknis perizinan

akan menciptakan keseragaman layanan di seluruh DPMPTSP di Sumatera BaraL Untuk

tahapan yang lebih konstruktif dilakukan dalam sebuah rekomendasi kepada Kepala

Daerah memberikan dukungan sarana dan prasarana yang layak demi terciptanya

instansi pelayanan publik yang profesional,

Dengan terlakananya Forum PTSP, maka penyelenggara PTSP dapat memberikan

kemudahan dalam pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat.

Mewuiudkan penyelenggaraan PTSP yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana,

tedangkau, profesional, berintegritas dan pada akhirnya meningkatkan hak masyarakat

untuk mendapatkan pelayanan perizinan yang terbaik dan peningkatan investasi yang

akan menggerakan perekonomian di daerah,

b. DasarHukum

(1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

(2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik



(3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal

(4) Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelakanaan

Berusaha

(5) Peraturan Kepala BKPM-RI Nomor 14 ahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata

Cara lzin Prinsip Penanaman Modal.

(6) Peraturan Kepala BKPM-RI Nomor 15 tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata

Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

c. Alasan Kegiatan dilaksanakan :

Memastil<an keseragaman layanan oleh seluruh Penyelenggara PTSP Provinsi

dan Kabupaten/Kota.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kegiatan ini dimaksudkan :

Untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Penyelenggara PTSP.

2. Kegiatan ini bertuiuan :

- Menyamakan persepsi semua unsur yang terkait dalam pelayanan perizinan.

- Menghimpun berbagai masalah dan mencarikan pemecahannya.

- Mengevaluasi perkembangan dari pelimpahan kewenangan dalam penerbitan

Perizinan dan Non Perizinan,

ry. INDTKATORKINERJA.

1 Input

Output

Outcomes

Dana kegiatan ini sebesar Rp 70.000.000 (Tujuh puluh iuta rupiah)

yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2020.

Terlaksananya rapatForum PTSP Kabupaten/Kota se-Sumatera

Barat.

Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan pada PTSP

II. KXGIATAN YANG DIIJIIsANAKAN

Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Rapat Forum PTSP bagi aparatur DPMPTSP

Provinsi, Kabupaten/Koa Provinsi Sumatera Barat

2.

3.



V, PELAKSANAANKEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

. Memberikan materi dan pemahaman oleh narasumber

o Diskusi berkelompok untuk menghimpun berbagai masalah dan mecari

pemecahannya.

o Mengevaluasi perkembangan pelimpahan kewenangan.

. Mengevaluasi pelaksanaan OSS Versi 1.1.

2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Forum PTSP sebagai berikut:

PESERTA:

Peserta Forum PTSP sebanyak 100 (seratus) orang terdiri dari Aparatur DPM dan

PTSP Provinsi dan Kabupaten/Koa.

uI. NARASUMBER:

Narasumber Forum PTSP sebanyak 3 (tiga) oranS terdiri dari :

. 1 orang Narasumber Pusat dari Kementerian Dalam Negeri.

. l orang Narasumber Eselon II dari DPM &PTSP

o 1 orang Narasumber Eselon III dariDPM&PTSP

TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN.

Forum PTSP akan diselenggarakan pada bulan Juni 2020 bertempat di Provinsi / Kab /
Kota.

VI

No Uraian Waktu Pelaksanaan

7 Persiapan
- Pembuatan TOR
- Rapat -persiapan

Minggu pertama
Januari 2020

2 - Penetapan Tempat Pelaksanaan Forum.
- Koordinasi ke Kabupaten /Kota

Februari 2020

3 Persiapan koordinasi dengan pusat ke Direktorat Jenderal
Bina AdminisEasi Kewilayahan Kementerian Dalam
Negeri Republik Indonesia terkait dengan

- Narasumber
- Materi dan peraturan terbaru.

4 - Persiapan pelaksanaan ke Kabupaten /Kota Mei 2020

5 - Rapat -persiapan
- Pelaksanaan Forum

Minggu Ketiga
funi 2020

VIII

Minggu pertama
Maret 2020



,
IX. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN ADALAH

Penanggung lawab Program :

Pengguna Anggaran

Kuasa Pengguna Anggaran Penanggung :

Jawab Kegiatan

Pelaksana Kegiatan :

Maswar Dedi , AP, M.Si

Kepala DPM & PTSP

Emalell, S.Sos, MM

Kepala Bidang PKPL

Rio Sahza[ SS, SE.

Plt Kasi Kebiiakan dan Penyuluhan.

LTENTATIF ACARA SOSIALISASI TENTANG PELITYANAN PEMANAN
DAN NON PERIZINAN.
Terlampir

XI. PENUTUP

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masSrarakat

dan pelaku usaha dalam pengurusan perizinan dan Non Perizinan. Perbaikan layanan

dan menghimpun berbagai masalah dalam penyelenggaraan PTSP. Diharapkan dengan

pemberian layanan yang profesional dapat menlngkatkan kesadaran masyarakat untuk

mengurus perizinan berusaha.

Demikianlah kerangka acuan kerja ini dibuat untuk dapat dipedomani dalam

melaksanakan kegiatan.

Padang fanuari 2020

Mengetahui ,

Kuasa Anggaran Pelabat Pelaksana

NIP. 19650124 101 2 001 NIP. 19780612 200803 1001

MenSetah

Maswar Dedl, , M.St
NIP.19740618 199311 1 001

/


